
4. Undang .

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

Menimbang

WALIKOTA PALI!MBANG
PROVINSI SUMATERA SKUTAN
PERATURANWALIKOTAPALEMBANG

NOMOR ()t.t TAHUN2019
TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANWALIKOTAPALEMBANGNOMOR39 TAHUN2017
TENTANGSTAFKHUSUSWALIKOTAPALEMBANG

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPALEMBANG,

a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pejabat
Pemerintahan dapat melakukan diskresi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf b Undang­
Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi
Pemerintahan, diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi
pengambilan keputusan danl atau tindakan karena peraturan
perundang-undangan tidak mengatur;

c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan visi dan misi
Kota Palembang serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas Walikota Palembang, perlu mengangkat Staf Khusus
Walikota yang profesional pada bidang tertentu di lingkungan
Pemerintah Kota Palembang;

d. bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 39 Tahun 2017
tentang Staf Khusus Walikota Palembang perlu diubah guna
disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 39
Tahun 2017 tentang Staf Khusus Walikota Palembang;



HAROBINMASTOFA
BERITADAERAHKOTAPALEMBANGTAHUN2019 NOMOR Ocq

Diundangkan di Palembang
pada tanggal :3 Januari 2019
SEKRETARISDAERAHKOTAPALEMBANG,

HARNOJOYO

WALIKOT PALEMBANG,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Staf Khusus berhak atas uang jasa sebesar Rp.5.300.000,- (lima
juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan fasilitas lainnya
yang disetarakan dengan pejabat eselon II yang dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

Pasal6

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal I

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALlKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANWALIKOTAPALEMBANGNOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANGSTAFKHUSUS WALIKOTAPALEMBANG

Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);



HAROBINMASTOFA
BERITADAERAHKOTAPALEMBANGTAHUN2019 NOMOR OLj

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2019
SEKRETARISDAERAHKOTAPALEMBANG,

HARNOJOYO

Ditetapkan di Palembang
'3 Januari 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Staf Khusus berhak atas uang jasa sebesar Rp.5.300.000,- (lima
juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan fasilitas lainnya
yang disetarakan dengan pejabat eselon II yang dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

Pasal6

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal I

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANWALIKOTAPALEMBANGNOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANGSTAF KHUSUS WALIKOTAPALEMBANG

Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);


